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DAFTAR ISTILAH

Based points: titik dasar sebagai acuan dalam melakukan klaim maritim dan
menentukan garis batas maritim.

Changing response: respon terhadap isu ancaman selama ini hanya diatasi dengan
tindakan kekerasan/militer, namun Kkini perlu diatasi dengan berbagai
pendekatan nonmiliter.

Changing responsibility of security: redefinisi konsep keamanan dimana
pencapaian keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan
kerjasama internasional secara multilateral dengan melibatkan aktor
nonnegara yang berperan sangat vital dalam mengatasi berbagai isu-isu
keamanan ‘baru’

Choke points: titik referensi sebagai titik ikat (titik koordinat) yang digunakan
dalam pengukuran untuk menentukan titik dasar.

Core values of security: nilai-nilai baru dalam keamanan baik dalam tataran
individual maupun global yang perlu dilindungi antara lain penghormatan
pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan
upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas.

Effective occupation: penguasaan secara efektif suatu wilayah atau pulau
Environmental service: jasa lingkungan
Freedom of navigation: kebebasan untuk menentukan arah atau navigasi

Human security: didefnisikan sebagai keamanan terhadap ancaman kronis seperti
kelaparan, penyakit, represi dan perlindungan terhadap gangguan yang
bersifat mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik
di rumah, lingkungan pekerjaan maupun masyarakat.

Human trafficking: kejahatan lintas batas antar negara berkaitan dengan
perdagangan manusia.

Illegal fishing: penangkapan ikan oleh pihak/nelayan asing yang melanggar
hukum.

Illegal logging: aktivitas penguasaan kayu yang melanggar hukum.
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Landas kontinen: dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah
permukaan laut sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga
pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis
pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak
tersebut (UNCLOS, 1982).

Low-intensity conflicts: pertentangan atau konflik dengan intensitas yang rendah
Nation state: negara bangsa

Prosperity approach: peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

Pulau: daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan tetap berada
di atas permukaan pada air pasang (UNCLOS, 1982).

Pulau kecil: pulau dengan luas area lebih kecil atau sama dengan 2.000 km?
beserta kesatuan ekosistemnya (UU No.27 Tahun 1997).

Pulau kecil terluar: pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km?
yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan
garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hokum internasional dan
nasional (Perpres Rl No.78 Tahun 2005).

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar: rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya
pulau-pulau kecil terluar dari wilayah RI untuk menjaga keutuhan NKRI
(Perpres RI No.78 Tahun 2005).

Koordinat geografis: koordinat yang besarannya ditentukan dalam derajat, menit,
dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis (PP No.38
Tahun 2002).

Lintang dan bujur: sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi
(PP No0.38 Tahun 2002).

Garis pangkal: garis referensi batas pengukuran batas terluar laut wilayah dan
zona yurisdiksi maritime lain sebuah negara pantai.

Mil laut: mil geografis yang besarannya adalah 1/60 (satu per enam puluh) derajat
lintang (PP N0.38 Tahun 2002). 1 mil laut = 1,85315 km.
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Sekuritisasi (Barry Buzan): Isu publik yang mengalami sekuritisasi sebagai suatu
ancaman nyata sehingga membutuhkan tindakan darurat dan
membenarkan tindakan di luar prosedur politik yang normal.

The origin of threats: asal atau sumber ancaman yang berasal dari dalam negeri
biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti etnis, budaya dan
agama.

The nature of threats: ancaman yang besifat alami pada 12 pulau kecil terluar
Indonesia.

Transnational crime: kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkotika,
perdagangan manusia dan terorisme.
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